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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan
semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden
Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk
mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah

satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkewajiban menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dalam menerapkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan
Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2015 disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
selama tahun 2015 dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan
balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun

mendatang.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan : a) mempersiapkan dan

menyusun rencan strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
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B.

untuk mencapai tujuan ; b)menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal ; ¢) menyusun Penetapan Kinerja ; d) merumuskan
Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan
program dan kegiatan ; e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi ; f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan
mengkaji kinerja actual dengan rencana /target yang ditetapkan dan
membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya ; serta g) melakukan evaluasi

secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2015 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun
sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berdasarkan Rencana Strategis Periode
2015 -2019. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal
sehingga dapat dijadikan salah satu instrument utama. Dalam pelaksanaan
pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan lembaga
peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek

penyimpangan.

TUGAS DAN FUNGSI
TUGAS

Tugas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai salah satu Lembaga Peradilan,
Pelaksana kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili,
Memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh
para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor : 08 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun
2009 beserta penjelasannya.

FUNGSI.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:
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1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili,
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Negeri dalam tingkat pertama.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta
jajaran staf Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berada dibawah
binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi
umum dan keuangan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanakan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan
terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila
diperlukan

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang
dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan
hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan
kepegawaian, urusan keuangan dan urusan umum.

6. Fungsi Lainnya,

a. Penyelenggaran Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi
berbasis keterbukaan dan transparasi informasi dengan memberikan akses
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan
(vide : Pasal 52A, undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2009 tentang
Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan).

b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik (Vide :
Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/01/SK/1/2010 jo
SK Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 02/SK/BUA/I/2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penyerapan APBN di Lingkungan Mahkamah

Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. Secara garis besar struktur

organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

HAKIM :

1. RICKY EMARZA BASYIR, S.H.
2. DENIHENDRA S.T.P, S.H.,M.H.
3. FERI DELIANSYAH, S.H.

4. SHERLY RISANTY, S.H.,M.H.

KETUA

RADEN ARI MULADI, S.H.

v

A

WAKIL KETUA
SAID HUSEIN, S. H.

v

PANITERA/SEKRETARIS

AMIN S, S.H.

A 4

WAKIL PANITERA
WAHYUDDIN.A.Sm.Hk

A 4

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD PIDANA PANMUD PERDATA PANMUD HUKUM KAUR KEPEGAWAIAN KAUR UMUM KAUR KEUANGAN
ACHMAD USNI, S.H. M. NAIMI, S.H. EDI SANTOSO, S.H. ADRI HELVERR, SE IRIYANTO, SH SULFAYETRI
STAF STAF STAF STAF STAF STAF
1.PURNAMA SARI 1.J.PS. MARBUN, S.H. 1. MAIRINO S, S.Kom 1. ABDUL HALIM 1. BENNY R, AMd
2 YUDI ADRIAN S, S.H. 2. MUTMAINAH 2. FITRIYANTI 2.NORA 2. YULI ROPIKA H., S.H.
3. MARISKA DEWI, S.H. 3. SUPRIYADI
KELOMPOK
FUNGSIONAL [T 777=7=====~7 hl
|
|
A 4

PANITERA PENGANTI
1. DESSY ANGGRAINI, SH
2. YUVITALIA SYARI, SH

JURU SITA/

2. SUHARRY MONDRY
3. ISKANDAR
4. BENNY RAMADHAN,

JS PENGANTI

1. ESRON SIMANJUNTAK

A.Md.
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Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang
membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan
Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua.
Panitera/Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua
bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga
bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan
Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Urusan,
yaitu Kepala Urusan Keuangan, Kelapa Urusan Kepegawaian, dan Kepala
Urusan Umum. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera
Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera Sekretaris.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai struktur

organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah sebagai berikut :

1. Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan
pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah
laku/perbuatan Hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang
berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada
Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan
tentang Penasehat Hukun dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada
Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan
teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau
peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya,
membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan
serta merta terhadap perkara yang dimohonkan, mengevaluasi laporan
penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti,
selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik

kepada Pengadilan Tinggi Jambi.

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan

selaku koordinator pengawasan.
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3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan
mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal
Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar
sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas
pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,
mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani
putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan
dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan
kepadanya.

4. Panitera /Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggungjawab atas pengurusan
berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat —
surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi
perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera
Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan,

mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara.

5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung
membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara
antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan
periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera
berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata,
memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,
mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan
singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus

dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
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7.

Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana,
memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,
mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register disertai catatan
singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus
dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji
data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan
arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan
periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan

Pengadilan, serta menerima adanya pengaduan / laporan.

9. Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam

10.

11.

pengurusan surat-surat, penyusun arsip dan pembinaan administrasi

kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Kaur Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola
dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal, perumusan kebijakan fasilitas kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kaur Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas dibidang Pengelolaan
dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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12. Kaur Umum adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan Urusan
tata usaha, dan kearsipan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam
hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap
ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik
putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan
berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, maupun perdata serta
berkoordinasi dengan petugas IT untuk dimuat di dalam website Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal bila telah selesai dimutasi.

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian Kkinerja

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selama tahun 2015 ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB | Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan tentang LAKIP, yang berisikan
antara lain : a. Latar Belakang, b. Tugas dan Fungsi, c. Struktur
Organisasi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan d. Sistematika
Penyajian.

BAB Il  Perencanaan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja
Pengadilan yang berisikan antara lain : a. Rencana Strategis 2015 -
2019 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program
Utama dan Kegiatan Pokok), b. Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan
Rencana Kinerja Tahun 2015

BAB Il Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal yang terdiri dari : a. Pengukuran Kinerja
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(Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b. Analisis
Akuntabilitas  Kinerja (Diuraikan pencapaian  sasaran-sasaran
organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran
kinerja, c. Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV Penutup yang terdiri dari : a. Kesimpulan, b. Saran-saran.
LAMPIRAN, berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal; 2. Indikator Kinerja Utama (IKU); 3. Matrik Renstra 2015-2019; 4.
Rencana Kinerja Tahunan 2015; 5. Penetapan Kinerja Tahun 2015; 6.Pegukuran
Kinerja
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,
yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah
Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035
dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019)
sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai
pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2015-2019 pada hakekatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan
sistematis untuk meningkatkan Kinerja serta cara pencapainannya melalui
pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan
terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang
prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik
terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang

kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan
tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan
misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai
dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau

target yang ditetapkan
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1. VISI dan MISI
VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-
cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal.

Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang akan menjadi pandangan dan arah
ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam
mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah
ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Mahkamah Agung RI dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman

yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan
fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan
institusi.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan
pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran

Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
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Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan Misi dari

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1.

2
3.
4

Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Penjelasan keempat Misi Badan Peradilan yang digagas dalam rangka

memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dua

puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1.

Menjaga kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah
adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu
kemandirian Badan Peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian
institusional) serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya
(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci
dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan secara
efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana Badan Peradilan telah
mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial
(konsep satu atap). Maka fungsi perencanaan, pelaksaan serta pengawasan
organisasi, administrasi dan finansial seluruh Badan Peradilan di Indonesia
harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu
pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting
lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran
berbasis kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam
bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini
untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh

Indonesia.
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Selain kemandirian institusional, kemandirian Badan Peradilan juga
mengandung aspek kemandirian hak untuk memutuskan (kemandirian
individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan
pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah
untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun
pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai

masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

Keadilan

Tugas Badan Peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini orientasi perbaikan
yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan
dalam memperoleh keadilan.  Adalah keharusan bagi setiap Badan
Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan

proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang
subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.
Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai
sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka
menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan
menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan selain menyentuh aspek yudisial yaitu
substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan juga akan meliputi
peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses
yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang
secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan

akses bagi pencari keadilan.
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3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Badan Peradilan akan menentukan kualitas dan
kecakapan gerak arah perubahan Badan Peradilan dalam sistem satu atap,
peran pimpinan Badan Peradilan selain menguasai aspek teknis yudisial
diharuskan juga mampu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis
(kepemimpinan dan manajerial), dan tanggung jawab harus diatur
sedemkian rupa agar berdaya guna dan berhasil guna, serta mudah diawasi.
Pengawasan yang ketat secara terus menerus untuk mencapai daya kerja
yang optimal.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan merupakan faktor penting
untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Badan
Peradilan. Upaya untuk menjaga Kredibilitas akan dilakukan dengan
mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan
yang dapat dipertanggungjawabkan.  Selain  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka,
juga untuk membangun kepercayaan pengembangan kepentingan didalam
Badan Peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan
internal personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jajaran
karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan,
serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.
Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta
jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha
personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga

integritasnya.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (0742) -21202 - 7351000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan strategis organisasi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berusaha mengidentifikasi apa yang
akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam
memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya
dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini
juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur
sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Jadi sasaran strategis adalah cara mencapai tujuan dan

sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN
tahun 2015- 2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan teknologi informasi.
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3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya sistem manajemen

informasi  yang

terintegrasi

dan

menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal baik internal maupun eksternal.

6. Terwujudnya

transparansi

berdasarkan parameter obyektif.

7. Meningkatnya pengelolaan

akuntabel, efektif dan efisien

Dengan indikator sebagai berikut:

No. |  Tuuan  SasaranStrategis  Indikator  Target |

pengelolaan

manajerial

SDM lembaga

lembaga peradilan

peradilan

Secara

pelayanan akses
peradilan bagi

akses peradilan
bagi masyarakat

diselesaikan melalui pembebasan
biaya/prodeo

1. | Terwujudnya Terwujudnya Persentase produktifitas memutus 100%
kepercayaan proses peradilan perkara
masyarakat terhadap | yang pasti, Clearance Rate
sistem peradilan transparan dan 100%
melalui proses akuntabel Persentase penyelesaian perkara 100%
peradilan yang tepat waktu
pasti, transparan dan
akuntabel Persentase penurunan tunggakan 100%
perkara
Persentase perkara yang tidak 100%
mengajukan upaya hukum
Persentase perkara pidana melalui 100%
Sistem Peradilan Pidana Terpadu ?
Persentase perkara pidana melalui o
Sistem Peradilan Pidana Anak 100%
Terwujudnya Meningkatkan Persentase keberhasilan
2. penyederhanaan penyederhanaan penyelesaian perkara melalui small 100%
proses penanganan proses claim court
perkara melalui penanganan
pemanfaatan perkara melalui Persentase keberhasilan penyelesaian
Teknologi pemanfaatan perkara melalui mediasi 100%
Informasi teknologi
informasi
Persentase percepatan penyelesaian
perkara melalui pengaturan delegasi | 100%
panggilan /pemberitahuan
Terwujudnya Meningkatnya
3. judny: gkatny: Persentase perkara yang 100%
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masyarakat miskin

miskin dan

Persentase perkara yang diselesaikan

dan terpinggirkan terpinggirkan melalui sidang keliling/zitting plaats | 100%
Persentase perkara yang
terlayani melalui posyankum 100%
Persentase identitas hukum yang
terpenuhi 100%
Terwujudnya Terwujudnya Integrasi informasi perkara secara
Pelayanan prima bagi sistem elektronik 100%
masyarakat  pencari manajemen
keadilan sistem informasi Transparansi kinerja peradilan dan
yang terintegrasi  manajerial secara efektif dan
dan menunjang efisien (penguatan regulasi)
sistem peradilan 100%
yang sederhana,
transparan dan
akuntabel
Terwujudnya Persentase pengaduan yang
pelaksanaan ditindaklanjuti 100%
pengawasan kinerja
aparat peradilan parsentase temuan yang
secara optimal baik ditindaklanjuti 100%
internal maupun
eksternal
Persentase pemanfaatan
Data based untuk pemeriksaan 100%
baik oleh Badan Pengawasan
maupun Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
Persentase penurunan
pelanggaran kode etik oleh aparat 100%
peradilan
Terwujudnya Persentase jabatan yang sudah
transparansi memenuhi standar kompetensi 100%
pengelolaan SDM | sesuai dengan parameter obyektif
lembaga peradilan .
berdasarkan Perse_r;_tz_se H*".‘llf.'li“ yang t_ella}h .
- | memiliki sertifikasi spesialisasi 9
parameter obyektif =\ o0 100%
Persentase pegawai yang telah
mendapatkan pengembangan 100%
kompetensi
Pedoman Persentase SDM yang
promosi dan mutasi berdasarkan 100%
parameter obyektif
Meningkatnya Persentase terpenuhinya
pengelolaan kebutuhan standar sarana dan 100%
manajerial prasarana yang mendukung

lembaga peradilan

peningkatan pelayanan prima
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secara akuntabel, | Persentase peningkatan
efektif dan efisien =~ Produktifitas kinerja SDM (SKP dan 1
Penilaian Prestasi Kerja)

Ditetapkannya Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung tentang 100%
Penerapan Restrukturisasi

Organisasi Mahkamah Agung

Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) 100%

Persentase hasil monev dan hasil
review yang dijadikan feedback 100%
untuk analisa kebijakan

Persentase tercapainya target
kegiatan prioritas yang mendukung | 1ggos
pelayanan prima peradilan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan visi
dan misi yang diuraikan maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
mengusulkan Program-program Utama dan Kegiatan Pokok sebagai berikut:

A. Program Utama

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung.
Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan
untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga
pelaporan dan pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan teknis

dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, ditunjang dengan anggaran

sebesar Rp 3.077.993.000,- dan anggaran setelah revisi sebesar Rp

3.236.524.000,- dana yang bersumber dari APBN Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung R.I. dengan perincian sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan gaji, honorarium dan tunjangan sebesar Rp.
2.521.292.000,- dan pagu setelah revisi sebesar Rp. 2.612.423.000,-
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b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar
Rp. 488.516.000,- dan pagu setelah revisi sebesar Rp. 555.916.000,-

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan tingkat
banding dan tingkat pertama.
Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan ditingkat banding dan
tingkat pertama ditunjang dengan anggaran sebesar Rp 2.040.000.000,-
baik itu sarana prasarana atau perlengkapan untuk tahun Anggaran 2015
berupa:
a. Pengadaan alat untuk aplikasi CTS (server) senilai Rp. 40.000.000,-
b. Gedung dan Bangunan Tahap IV / Finishing senilai Rp.

2.000.000.000,-.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada bagian program ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditunjang
dengan anggaran sebesar Rp. 68.185.000,- yang ditujukan untuk
penanganan administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu,
Penyesuaian perkara yang kurang dari lima bulan (belanja bahan) sebesar
Rp. 67.185.000,- untuk biaya berkas perkara kasasi, PK dan Grasi sebesar
Rp 1.000.000,- Adapun sumber anggaran berasal dari DIPA Dirjen
Badilum Mahkamah Agung R.1.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja
Tahun 2015 yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang diformalkan
No. W5-U3/163/SK/IKU/I1/2015 tanggal 04 Februari 2015 dan dikaji
sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

1 2 3 4

1. Terwujudnya proses Persentase produktifitas memutus 100%
perkara
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peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel Clearance Rate 100%
Persentase penyelesaian perkara tepat 100%
waktu
Persentase penurunan tunggakan perkara 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan 100%
upaya hukum
Persentase perkara pidana melalui Sistem 100%
Peradilan Pidana Terpadu
Persentase perkara pidana melalui Sistem 100%
Peradilan Pidana Anak 0
2. Meningkatkan Persentase keberhasilan penyelesaian
penyederhanaan proses | perkara melalui small claim court 100%
penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi | Persentase keberhasilan penyelesaian .
informasi perkara melalui mediasi 100%
Persentase percepatan penyelesaian perkara
melalui pengaturan delegasi panggilan 100%
/pemberitahuan
3. Meningkatnya akses | Persentase perkara yang diselesaikan 100%
peradilan bagi masyarakat | melalui pembebasan biaya/prodeo 0
miskin dan terpinggirkan
Persentase perkara yang diselesaikan
melalui sidang keliling/zitting plaats 100%
Persentase perkara yang terlayani
melalui posyankum 100%
Persentase identitas hukum yang terpenuhi 100%
4, Terwujudnya sistem | Integrasi informasi perkara secara
manajemen sistem informasi | Elektronik 100%
yang terintegrasi dan
menunjang sistem peradilan | Transparansi Kinerja peradilan dan
yang sederhana, transparan | manajerial secara efektif dan efisien 100%
dan akuntabel (penguatan regulasi)
5. Terwujudnya pelaksanaan Persentase pengaduan yang 100%
pengawasan Kinerja aparat Ditindaklanjuti
peradilan secara optimal
baik internal maupun = =
eksternal Persentase temuan yang Ditindaklanjuti 100%
Persentase pemanfaatan databased untuk 100%
pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan
maupun Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)
Persentase penurunan pelanggaran kode etik| 100%
oleh aparat peradilan
6. Terwujudnya transparansi Persentase jabatan yang sudah 100%
pengelolaan SDM lembaga memenuhi standar kompetensi sesuai
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peradilan berdasarkan
parameter obyektif

dengan parameter obyektif

Persentase Hakim yang telah memiliki
sertifikasi spesialisasi keahlian

100%

Persentase pegawai yang telah
mendapatkan pengembangan kompetensi

100%

Pedoman Persentase SDM yang promosi
dan mutasi berdasarkan parameter obyektif

100%

Meningkatnya pengelolaan
manajerial lembaga
peradilan secara akuntabel,

efektif dan efisien prima

Persentase terpenuhinya
kebutuhan standar sarana dan prasarana
yang mendukung peningkatan pelayanan

100%

Persentase peningkatan produktifitas kinerja
SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

100%

Agung

Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Penerapan
Restrukturisasi Organisasi Mahkamah

100%

Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)

100%

kebijakan

Persentase hasil monev dan hasil review
yang dijadikan feedback untuk analisa

100%

Persentase tercapainya target kegiatan
prioritas yang mendukung pelayanan
primaperadilan

100%

KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Terwujudnya proses peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel

Mengukur kinerja lembaga peradilan
untuk mewujudkan peradilan yang
bersih, berwibawa dan transparan

Meningkatkan penyederhanaan proses
penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi

Mengukur Kkinerja lembaga peradilan
untuk mewujudkan peradilan yang
bersih, berwibawa dan transparan

Meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan

Mengukur kinerja lembaga peradilan
untuk mewujudkan peradilan yang
bersih, berwibawa dan transparan

Terwujudnya sistem manajemen sistem
informasi  yang  terintegrasi  dan
menunjang sistem  peradilan  yang
sederhana, transparan dan akuntabel

Mengukur informasi peradilan dalam
menyelesaikan perkara dan mewujudkan
modernisasi peradilan
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Terwujudnya pelaksanaan
pengawasan Kkinerja aparat peradilan
secara optimal baik internal maupun
eksternal

Mengukur kinerja lembaga peradilan
untuk mewujudkan peradilan yang
bersih, berwibawa dan transparan

Terwujudnya transparansi pengelolaan
SDM lembaga peradilan berdasarkan
parameter obyektif

Mengukur kinerja lembaga peradilan
untuk mewujudkan peradilan yang
bersih, berwibawa dan transparan

Meningkatnya

pengelolaan manajerial lembaga
peradilan secara akuntabel, efektif dan
efisien

Mengukur kinerja lembaga peradilan
untuk mewujudkan peradilan yang
bersih, berwibawa dan transparan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
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B. PERJANJIAN KINERJA (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015
1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan penetapan
kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negeri PAN dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan
Kinerja tahun 2015 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 dan
kebijakan umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran
tahun 2015. Sasaran-sasaran yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal tahun 2015 dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang disusun tahun 2015. Selain
berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan tujuan dan sasaran-
sasaran, maka dapat diperinci Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal, yang menguraikan beberapa point penting diantaranya: Sasaran
Strategis, Indikator, Target, Program dan Anggaran, selengkapnya mengenai

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2015

1 2 3 4

1. Terwujudnya proses Persentase produktifitas memutus 100%
peradilan yang pasti, perkara
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2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 (terlampir)

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
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Capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015 merupakan pencapaian
atas target kinerja tahun Pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun
2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah
sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator Kinerja tersebut diuraikan

dalam tabel dibawabh ini.

Tabel . Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (0742) -21202 - 7351000
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Pengecualian (WTP)

Persentase hasil monev dan hasil 100% 100% 100%
review yang dijadikan feedback
untuk analisa kebijakan

Persentase tercapainya 100% 100% 100%
target

kegiatan prioritas yang
mendukung pelayanan
primaperadilan

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015
secara umum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian
sebagaian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja

sasaran strategis yang belum sesuai dengan yang ditetapkan.

PENGUKURAN KINERJA (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing

indikator kinerja utama.

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi
dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal tingkat capaian kinerja
dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi
Tingkat Capaian Kinerja = X 100
Rencana
Sedangkan dalam